
BUPATI CIANJUR
PROV]NSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJIJR

NOMOR 25 TAHUN 202]

PEDOMAN PELAKSAN,d{N BAN'II]AN OPERASIONAL ]<ESEHATAN
TAHUN ANGOARAN 2021

DENCAN RAHMATTUHAN YANC MAHA ESA

BUPAT] CIANJUR,

Men mbdne d ba Lc o"_ uar. opc 2\ro dl rP'"h"r"n n-updk"r
d r " d"r. P"r "_' . mP."' i o"nd "'ok"\i

khusus kesehata. lang diberikan kePada P€merintah
(abupaten/liota urtuk mcringar*d beban nrasvarakat
terhadap pembiavaan bidang kes€hatan, khususnva
peLayanan di Pusar IGsehardr Masvarakat, penu'un€n
;ngka kematian ibu, anska kematian bavi, dan malnutrisi'
Yang menjadi kea'enansan daerah;

b. bahsa berdasarkd pertimbangan sebagaimana dimaksud
daldm hlrrui a, dan sebagai pedoman basi PemernrGh
Kabulaten cianjur dalam Penggunaannva, perlu
ditetaPkan Pe.aturan BuPati tentang Pedomm
Pelaksanmn Bantuan op€rasional Kesehatan Tahun

Undans Undang Nomor 36 Tah n 200s renrang Itesehatar
llemba;an N€saE Republi]! lndonesia Tahun 2009 Nonor
iaa. Tambab;n Lembaga Nesa.a Republik Indonesia

undang undang Nomo. 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerfitah Dae.ah lletubaran Nesara Republik lndonesia
'lahun 2ol4 Nomor 2:l+, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nom.r s587) sebagaimana relah
oeberdDdkal- rbdl, L' ' ' o_.er' I nd. rg ' _ddn8

Nom,, rt Tah n O r rnrans oc i b..,rn ''eoLo A.\
Undane-Undans Nomor 23 Tahun 201'+ t€rtang
Pcmeri;tah Daerah (rrmbaran Nesara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega'a
Republik Indon€sid Nomor 5679)i

Undans Undans Nomor 30 Tahun 201'l tenrang
Admin;rasi P;merintahan (LembaEn Negara Republik
Ind..esia Tahlrn 2Ol4 Nomor 292, Tambanan Lehbaran
Negara Republi]t Indonesia Nomor 550111

Peraturan Pemerinrah Nomor 55 Tahun 2005 tertang Dara
Perimbangan (Lembran Nega.a Relublik indonesia Tahun
2oos No;or i37. Taftbahan Lembaran Nega.a ReprLblik
In.lonesia Nomor'l575li

:1.



5 PeEuran Pemeinrah Nomor 1: Tahurl 2017 ientang Pembinaan dan
Penga(asan Penlelenggaraan Pemerintahan Daeran (kmbara Negaa
R.pubLik lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 604111

6 Peraturarl Peme.intah Nodoi 12 Tahun 2019 tentang Peneelolaan
Iieuanean Daerah (Lembaran Neeara Republik Indonesia'lahun 2019
Nomo. .+2, Tambahan Lembaran Ne8a.a RepubliL lrdonesia Nomo.
6322\l

7. Peraturd Menter Xesehaian Nomor 12 Tahun 2o2l tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Notllisik Bidang Kesehatan
Tahun Angearan 2021 (Berita Negara RepubLik lndonesia Tahun 2021

8 Pe.aturan Dae.ah liabuparen Cianjur Nonor 8 Tahlrn 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pe.angkat Dae.ah (abuparen Cianlur
(Lembaran Daerah KabuDaren CianiurTahun 2016 Nomor 8li

9 Peraturan DaeEh Kabulaien Cianjrr Nono. 13 Tahun 2020 ieniang
Anggaran Pendapatan dm Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
lLembaran Daeral Kabupater Cianiur Tahun 2020 Nomor l3ll

10. Peraiuran Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunm O.Earisasj, Tugas dan Fungsi serta Tata ke{a Pe.angkat
DaeEh di Lingkungan P€meintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Kah paien Cianju. Tahun 2016 Nomor 50) sebagimana telah diubah
bebe.apa kali, terakhir dengan Peraturan Bulati Cimjur Nomor 7'1
Tahun 2019 tentds Perubaha. (edua Atas Peratu.an Bupati Cianjur
Nomor 2 Tahun 201a tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinrah
Kabupaten Cianjur (Beita Daerah Kabupaten Cianju Tahun 2019
Nomo.74);

ll. Pe.aturan Bupati Ciantur Nomor 73 Tahun 2020 tentang PenjabaEn
Anggaran Pefldalatd darl Belanja Daerah Tabun Anggaran 202r @erita
Daerah (abupaten CiaDjur Tahun 2020 Nomo. 7s) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhi. dengan Peraturan Bulati Nomor 22 Tahun
2021 tentang Perubahan KedrLa Aras Perarurarl Bulati Cianlur Nomo.73
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggararl 2021 (Berila Daeiah Kabupate. Cia.jur Tahun
2021 Nomor 22);

MEMUTUS(AN:

Meneralkan : PERATUR{N BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAI{SANA.AN
BANTUAN OPERASIONAL IGSEHATAN TAHUN ANGGARAN
2021

BAB ]
(ETENTUAN UMUM

PasaL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I Daerah Kabupaterl, selanjuinla disehut Daerah adalah Daerah l<abupalen



2. Bupati adalah Bulati Cianjur.

Pemeintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemeintah Daerah
adabn Bupati sebagai unsur penyelenggaraan lemenntan daerah yang
medimpin pelaksanaan urusan pemerintahan tang menladi kewenangan

Dinas Kesehatan yang selanjutnla disebut Dhas adaLah Peranskat Dae.ah
yang meLaksmal{aD urusan di bidang kesehatan Kabupaten cianjur.
Kepala Dinas Kesehalan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah
perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehaian

Pusat Kesehatan Masyarakat ya.g selanjutn]a disebut Puskesmas adalah
fasiliias pelayanan kesehatan yans menr€LeDggaml{an upaya keseharan
masyarakat dan ulaya kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan
l€bih mengutamakan upala promotil dan preventif, untuk mencaPai
derajat kesehatan nasyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjmya.

unit Pelaksana Tekiis Daerah Laboratorium (esehatan, Pengujim dan
Kalibiasi, selanjutnya disebut UPID Labkesda adalah unit pelaksana
teknis daerah laboratorium, pengujian, dafl kalibrasi Pada Dinas
Kesehatan l<abupaten Cianjur,,vang menerapka. pola pengelolaan
keuanean badan lalanan umum daerah.

Banruan operasional Kesehatan yang selanjutiya disingkat BoK adalah
bantuan pem€rintah pusat kepada lemerintah daerah untuk mendukune
operasional puskesmas dalam rangka pencapaian prog.am kesehatan
prioritas nasional, khususnya kesiatan promotil ptveotil sebaeai bagtan
dari upaYa kesehatan.

Pasal2

Pedoman pelaksanMn BO( tueliluti:

1 Latar Belakang;
2. Kebijakan Umumi
3. Arah (eb'talanj

6. Ruang Lingkup;
7 P.inslp Dasar;
8. Mdajemen Pelaksaram Dana Alokasr

b Tr'd Cdr" Per88. 'ddn Ddrr A.(".' h' ' \
untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

2. BOK Puskesmas.

. _dr" C"rd P'nggun""_ D"r'3 Alokd.r hu'L'
i'uk.p4ja PFn, _CEhan d. I P"rB-d"'di.

(covrD-r9)

2. BOK Puskesmas.

Khusus Nonlisik Bidang

Noniisik BidanB Kesehatarl

Nonlisik Bidang Xesehatan
corona vitus Disease 2019



Pasal 3

Ketentuan lebih ldjut mengenai Pedomao Pelalsanaao BOK 6ebagalmana
dimaksud dalm Pasai 2 tercantum dalam Lmpiran yang merupakan bagid
tidak terpisahkan dari Peraturd Bupati ini.

PasaL 4

Pada saat Peratura Bupati ini mulai berlaku, Peraiurd Bupati Nomor s
Tahun 2020 tentdg Pedoman Pelaksdad Bdtuao Operasional Kesehatan
(Berita Daeiah rabupaten cianjur tahun 2020 Nomor 5), dicabur dan
dinyatakan tidak berlal<u.

Pasal 5

Pe.aiuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkd.
Agar setiap orde mengetahuinya, oemerintal*an pengunddgan Peraruran
Bupati ini dengs penempatamya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan dl cianju.
pada t@ggal 23 Ap.il 2021
PIt, BUPATI CIANJUR,

HERMAN ST]HERMAN

/B.io,o, ,^*"^"^ro

Diunddgkd di Cianjur
pe,llg-tanggal 23 April 202 1

@ TETARIS 
DAERAH,

BERITA DAERAH KAEUPATEN CIANJUR TAIIUN 202 I NOMOR 25



LAMPIRAN PERATURAN BLIPATI CIANJUR

NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG: PEDOMAN PELA(SANAAN
BAN'IUAN OPERASIONAL
XESEHA'IAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Pembdgunan kesehatd merupakan bagian integral ddL
pembdgunan nasional datam rangka me(ujudkan visi misi Presiden
yaitu pembangunan Sumber Da]a Manusia. Penbangunan SDM menjsdi
kunci Indonesia kedePan, titik dimulain]a lembmgunan SDM adalah
dengan menjamin keseharan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita,
kesehatan anaL usia sekolah, ini merupakan umur emas untuk mencetak
manusia indonesia unggul ke depan

untuk me!rujudkan deratat kesehata. masyarakai vang setinegi-
tingginya, diselenggarakan upala keseharan pero.angan dan upa,la
kesehatan masyarakat, dengar pendekatan promotil prerentil, tanPa
meninggalkan kuratil dan rehabilitatil secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan. DaLam konsep peftban$nan nasional, Kementerian
Kesehatan bertanegung ja$'ab melaksanakan P.og.am l.donesia Sehat
yang beiiujuan untuk meningkatkdrl lengetahuan, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiaP orang dalam lingkungan hidup Fng
sehat agar tenvujud demjat keseharan masta.akat lang oPtimal melalui
terciltanr,,i perilaku hldup sehat.

UDdang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangm
Keualcan antam Pemerintah Pusat dan PemeriDrah Dae.ah
mengamanatkan Doa Alokasi Khuslrs (DAK) sebagai salah satu sumber
pembiayaan bagi daerah dalam Pelaksanaan desentraLisasi, diantarany
unruk meningkatkan pembangunan kesehatan sehingga Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah dapat menlediakan lelavanan keseharan
yang merata, terjangkau dan berkuaiitas. Pasal 298 ayat (7) Undans_
undang Nomor 23 Tahun 201'1 tentang Pemerintahan Dae.ah
sebagaimana teLal beberapa kali diubah leiakhir dengm Undang-Undang
Nom;r 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua alas undang Undang
Nomor 23 Tahun 2Or4 tentang Pemeintahan Daerah, mengatur belanla
DA]< .lipriolitaskan un[Lk mendanai kegiatan nsik dan daPat disunakan
untuk kegiatan nonlisil<.

PelgaLokasian DAI< Bidang liesehatan ini tidak untlrk menembil
alih tanggung jawab pemenntah daerah daiam lelaksanaan pemblavaan
pembangunan kesehatan di dae.ah sebagaimma diatur dalam Peraturd
perundog-undangan peme.intahan daeral da. peraturan perundmg
undangan bidang kesehatan.

Pelaksanaan dan Pengelolaan DA( Nonfisik Bidang Kesehatan
tersebut harus menerapkan prinsiP Prinsip tata kelola vang baik (gDod

gouetudtu@) raknl transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidal<

duplikasi dengan suober pembiayaan lainnya.



5

Dalam Enska pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatal
Kementeian ksehatan menyusun petlrnjuk teknis sebagai pedoman
penggunaan anggaran lang be.isi PenielasaD rincian kegiatan
pemanfaatan BOI(, Jamhan Persalinan (Jampersal), Akreditasi
Puskesmas. dan Akrednasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkes':la).

B. Iiebijakan Umum

kbijakan umum DAI< Nonnsik Bidang tieseharan melilutil
1. DAK Nonfisik Bidang (esehatan adalah dana yang bersumb€r dari

APBN yang dialokasikan kepada daerah unruk ftembantu mendarai
kegiatan operasioflal bidms kesehatan tang merulakan u.usarl
daerah sesuai dengm pioritas nasional

2. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam
penyelenggaraan pembargunan kesehaian di daerah, sehingaa daerah
diturltur mesujudkan tanggung jatra! dalam pedbiavaan
lembangunan kesehatarl lebih krcatil serta inoratil dalam
metuadukan semua polensi Iang add unluk pcmbangunan kesehaian
dan menguparakan dengan sungeuh slrngguh pemenuhan anggaran

Pembangunan kesehatan

3. Dalam rangka penaDg€ulaDgan Kejadian Lua. Biasa (kLB), daerah
dapat hemanlaatkan dana BoK sesuai dengan lungsi dan
ke{enangannla dalam pelaksanaan penanggulangan KLB, misalnva
Outbr€ak Respons Immunizalion (ORl), penanganan laktot .isiko
termasuk vekto. darl iain lain

4. Dinas Keseharan yang meDdapatkan DAK Bidang Kesehatan waiib
b-rl o.d.ndqi c gdi' D'r,. l."sc'dr 'n Pro.rn{.

5. Kesiatan dalam Rencana IGsiatan DAK harus mengacu kePada
Peiunj;k Teknis Penggunarn DAK Nonlisik Bidms Kesehatan Tahurl
Ansearan berialan. Pemilihan kegiatar sesuai densan P.ioriias dan
permasalahan di masing m.sing daerah yang diselar'skan d€nsan
prioritas kegiaran dalam rangka men.aPai prioritas nasional bidang

6. Untuk memudahkan pelaksarEd di lapangan, maka raepala Dinas
Kesehatar dapat mergusulkan kepada Bupari untuk tuelimpahkan
Newenang KPA kepada Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan BOK
sesuai ketentuan pe.aturan perunda. g_undangarl.

7. Daerah tidak diperkenar*an melakukan pengalhan atau Pergeseran
anggaran anid jenis DAK Nonlisik Bidang Keseharani dan

a. PengeioLaan dan lertansgungiasiaban keuangan DAK Nonfisik Bidang
ksaharan meryikuti ketenluan yang telah diarur Kehenterian
kPL".g,'d,nti'ae rrs D"l.' \_"_'

9. Pemulihan kesehatan di Daerah sebagai uPara pemlnlhan ekonomi,
sosial, buda]'a dan aklivitas Lemaqarakatan laimrya sebagai upava
mitigasi pasca Pandemik.

ADh kebljakan DAK Nonlisit Bidang Kesehalan meliPuti:

I Peningkatan kesiapan Pelayanan keseharan di Puskesmas dalam
upala penggerakan Promoti, dan !.elenril



2 Pembudalaan Gerakd Mas]arakat HiduP Sehat, percepatan
penurunan stuntinc dan Lematiarl ibu dan bayi tingkat Daerah;

3 Peningkatm kapasiias pengujian di UPI'D Labkesda; dan

,t. Peningkatan kapasitas Daerah dalam pelaksanaan Pensawasan alat
kesehatan, pre dan posr market industi rumah iangga Pangan ilan
pengaqasan Perizinan di sdana pelalanar kefarmasian khuslrsnya
apotek da. toko obat.

D. Tujua.
1. 'rujuan Umum

Mendukune Daerah dalam lelaksanaan Pembangunan bidang
kesehatan bersumber DAI( untuL mencapai rarget prioritas nasioral
bidang kesehatan.

2 ftrjuan Khusus

a. Mendukuhgupaaa l<esehatan bersilat Promotildan P.eventifl
b. Mendukung pelalisanaan Program Indonesia Sehat melalui

pendekatm keLuarga;

c. Mendukung pelahsanaan Rencana (e!a Pemerinlah {RKP)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Sbategi (Renst.a) Kemenierian Kesehatani

d. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatani

e Mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunrng;dan

L Mendukung pelaksanaan lercepatarl peDuruna! Angka Kematiarl
lbu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKBI

3 UPID Labk€sda: dan
4. Aporek dm toko obat

Rumg Lingkup DAK Nonlisik Biddg (esehatan meliPutil

1. BOK Dinas;
2. BOI{ Puskesmas;
3. BOK stun/ingi
4 RoI< (eLrmaslan dm Alat ksehatani
5. Jminan lersalinan (JamPersal);
6. Dukungan Akreditasi Puskesmasi
7 Dukungan Ak.editasi Labkesdai dan
a. BOI( Penga$asan Obat dar Makanan sesuai dengan Petuniuk

Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik vang
ditreluarkan olehBadan Penganasan Obal darl Makanan.

Pemanfaatan DAI( Nonlisik Bidang Kesehatan berpedomarl pada prinsi!

I Keterpadud



a

dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa
tujuan kegiatan prioritas dtngan melibatkan !a.a pelaksaDa prog'am
seriap tingkatan (Dinas, Labkesda, dan Puskesmas) kader kesehahn,
lintas sektor seperti bintara pembina desa (Babinsa), Bhavangkara
Pembina Ileam;En dan Keletiban Masvarakat (Babinkamtibmasl
unsur masydakat seperri tokoh asaha, rokoh masvarakat, guru
sekolah, caoat, KePala (elur€han/ Kepala Desa dan jajarannva srta
unsur lainnya. Dal@ Penggunaan tidak dibagi setiap bidang dan seksi
berdasar strukru. organisasi Perangkat Daerah tetaPi pelaksanaan
program se.da terintegrasii .

2 Elisien pelaksanaan kegiatan dilalsanakd dengan memanletkan
sumber daya -vang ada secara lepat, cernat dan seminimal mungkin
untuk men.aPai tuiuan seoptiftal mungknl dan tidak duplikasi
dengan sutuber PembiaYaan Lain;

3 Elekril kegiaian yans dilaksanakan berdala unskit tinggi terhadap
pencapaia;l P.iornas nasional Penetapan kegiaian diLal{ukan
berdaaarkm prioritas penyel€saian masabn Daerah;

.1. AkuntabeL Pengelolaan dan pemarlaatan dana DA( Non|sik Bidang

Kesehatan harus daPat dipertanggungjaivabkm sesuai dengan
ketentuan peraturan lerundang undangan lanE berlaku

H. Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi lthusus Nonfisik Bidang Kesehaian

t. Petncanaan Penganggaran

1) Bupari dan (ePala Dinas, perlu melakukan sinkronisasi a'tara
ren;ana kesiad densan dokumen P€rencanMn vang telah
.tisepakati oleh lem€rintah lusai darl Peme.intah Daerahl

2) Pemerintah Daerah melakukan usulan keciatan vang didanai DAK
Nonllsik Bidang Kesehatan secara berjenjang melalui aplikasi €

reng8ar, kemudian dinilai secara teknis oleh Kementerian
Kesehatan:

3l Pershitungarl alokasi DAK Nonlislk Bidang Kesehatan mcliputi
kridria u;um. kdteria khusrLs dan kriteria teknis dengai
mehperhatikan usulan Pemerintah Daerah melalui aplikasr '

4) Semua Je.G DAK Nonfisik Bidang Kesehaian r"g c?lri:ili-
kepada DaeEh dibuat peren.araan s.suai dergan 't:a:::- ra:g
berlaku dengan mekanismt APBDl

I Pen\a. 'n.n proer - ddn i9",' :.. o_'"-" {c:o d"n
I ge"r"n tro" "+ '-b ' ':"r '

p.ioira. p.og.u- dalam rargka !...:i:2' ia's'r Program

i,.orn". "asi.".t, 
Srandar Peiaranan \li'lnai r;ig drlaksanakan

Daeral secara tennregras':

., D'n-, men,L)'' Rcn,d" herr d,n.\aggdd'DL\'b"rdd:ar
pdr DAh Norl '.i B'd"ng a"- d_dn r"nB d'_Fnn"'

7 Fasilitas Puskesmas, UP'|D Labkesda.lan fasilnas P€Lavanan
kesehatan Lainnya) menyusun R(A berdasa'kan aLokasi vang
dnerima dari Da;rah ilan ilasil RKA dikompildsi oleh Dinas menjadi

RrA Dinas atau dapat berupa RKA tersendiri s€suai aturan vmg



Daerah (RAPBD) apabila alokasi pagu DAK Nonfisik sudah

9) Apabila Peraturd Presiden mengenai rincian APBN atau inlormasi
resmi mengenai aLokasi DAK melalui porial Kementeim Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan, maka Pemerinhn Daerah harus menganggarkar DA(
dimaksud dencarl teriebih dahuLu melakukan perubahan
Peraturarl Bulati t€ntang Peniabaran APBD dengan
pemberitanuan kepada PimPinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalaft Peraturan Daerah tenrang Perubahan APBD atau
dicantumkan daLam Lap6an Realisasi Anggaran (LRA) basi
Peme.intah Daerah Iang lidak melakukan perubahan APBDi dan

1Ol Pemar mtan DAK Nonfisik Bidang lcsehatarl .llmulai bulan
Jduari sampai dengan Desember tahun ancsard be.jalan {tidak
dapat digunakan untuk membialai kegiala, di tahun anggaran
sebelumnya), dm dituangkan daLam rencana keglatan yang rinci

. BO( dikeloLa oleh Dinasi

b. BOIi Puskesmas disalurkan melalui Dinas dd dikelola oleh

c. BOK Slz4ting dikeLola oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah atau perdgka! daerah lain
t'ang be.ranggungjavab untuk urusan perencanmn dan

d BOK kefdmasian dan alai kesehalan, yang terdi.i da.i:

Biaya disribusi obat, vaksin, BMHP Daerah, pemanlaatan apllkasi
logistik obat, vaksin dan BMHP secara eleLtronik, serta pembinam
dan pengawasan toko alkes dan oltikali disalurkan ke Dinas untuk
dimdfaatkan ol€h Dnras.

e. Jm an Persalinan (JamPersal) dikelola oLeh Dinas;

r Akreditasi Puskesmas dikelola oleh Dinasi

g. Akreditasi UPTD Labkesda dikelola oleh Ur't lzbkesda;

h. Untuk pengelolaan kegiatan pelayanan Lesehatan yaflg berakhir
sampai akhlr tahun seperti JmPersal, P€merintah Daerah hdus
melaksanakan langkah langkah akhir tahun sesuai sebagaimana
diatur dalam PeratuEn Menteri Dalam Negeri men8enai
Pengelolaan (euangan Daerah;

i. DA( Nonnsik tidak boleh dimanlaatkan untuk dukungan
oanajemen, suplemetrtasi gizi (khusus penyediaan vitahin A dan
taburial, belanja modal, belanja kuratir dan rehabilitatir,
pengadaan obat dan laksin, seminat kit, hadiah lomba, honor
panitia, tr.ibusi, c€tak loto, pemeliharaan banglLnan, kendaraan,
sa.ana dan prasararu.

a. Pemerintah Daerah menlamPaikan laloran realisasi DA( Nonfisik
Biddg Kesehatm kepada Kementerian Kesehatan . q Sekretaris
Jenderal oelalui allikasi e-renggar (e rengear kemkes.Co id) setiap

3.



1) Realisasi penlerapan an8garani
2) Realisasi kegiaiani dan
3) Permasalaban dalam p€Laksanaan

b. laporan realisasi lenyerapan anggararl sebagaimana dimahsud
pada ponl a dihitung berdasarkan lagu aLokasi.

c Laporm realisasi kegiata. sebagaimana dimaksud Pada ponr b
dihituf,g berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan l,ang sudal
diren.anakan.

d. KepatuhanPelaporan.

e. Kepatuhan daerah dalam meryampaika! Laloran realisasi
penyerapan anggaran datr realisasi kegiatan akan dLjadikan
pertimbangan dalarn pengalokasiarl DAK nonfisik Pada tahun
berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Ferundang undangan.

4. Monitoring dan Evaluasi
Moniroring dan evaluasi DAI{ Nonnsik Bidang Kestharan diLakukan
oLeh Kementerian Kesehatan dan atau bersama-sama dengan
Kementerian/ Lembaga terkalt.

BAB II

TA'IA CARA PENGUNAAN DANA ALOKASI I(HUSUS {DAK)
NONF]SIK BIDANG IGSEHATAN UNTUK UPAYA

I(ESEHATAN MASYARA]iAT ESENSIAL

BOK Tahun Angsaran 2O2r selain dimanlaatkan mal{simal 40% (emPar puluh
persen) untuk Corana Vitus Disease 2A19 (COVID_19), sisanya dimanlaatkan
;ntuk UKM Esensiai dengan kegiatan lokus pada sasaran prioritas RPJNIN dan
Renstra 2020 2024,

A. BOI(

Meningkatlan funesi rujukan uPaya kesehatan masvarakar sekunder
dalam mendukung upa!a pelayanan kesehatm maryarakat !.iher.

i) Menl.elengga.akan lungsi Njukan uPava kesehatan masvarakat
.l.ri rl.n ke Puskesmas:

2) Menvelengsarakan pembinad, nonitoring daD evaluasi upava
kesehatan tuas]arakati

3) Mendukung rerjamhnla k€amanan sarana, Prasa'ana dan
peralatan di puskesnas dengan melaksanakarl pengqian dan/aiau
kaLibrasi.

4l Mendukung leningkatan mutu hasil pem€riksaan Laboratorium di
UPID Labkesda.

a Dinast dan
b. UPID Labkes.la.
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a. (egiatan Kesehatm Masya.akat Daerah;
b Penguatan ce.akan masla.akat hidup sehaq
.. Upala deteksi dini, p.elentil dan rcspon penyakt;
d. Pengujian KalibEsi alat Kesehatan Puskesmasi
e. Peninsl€tan Mutu Peme.iksad Laborato.ium UPI'D Labkesda,

4 Jenis Pembiayaan

Dana BOI( dimdlaatkan untuk pembiayaarl program dan kegiatd

a. Belanja transpor lokal;

b. Belanja pe.jalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non
ASNI

c. Belanja penggandad dan pen.etakani

d. Belanjapembelim material pendulung kegiatan Kesehatan

e. Beladja kesiatan pertemuan/meeting didalam Daerah:

. B"l"nt, an88. r"' "plld. p".'mudnddr.ng'
g. Bela{a makan dan minum kegiatan rapat raPati

h. Belmj a honorarium narasumber lintas sektor dao lrofesii
i. BeLmja honorarium pensajari

.j. Beianja pemeriksad sampel/s!ecimen;
1r B"lz.r" t".d pcns -in" .dr pc'/.pe i, -..
l. Belanja kesiatan pengujian dan/atau kalib.asi alkes Puskesmasi

m. Belanja jasa program Penlnskatan Mutu Pemeriksaan
Laboratonum UPTD Labkesdai

n. Belanja kegiatan suNeilans.

5. Meru Kesiatan UKM Essensial

A, PENUTUNAN AKI, AI(B

1)Peningkatan kapasitas sDM untuk Tim Pelatih di Daerah

a) (ega$ atdarumtan Maternal Neonatali
h) ANC PNC|
c) Sistem Rujukan Terpadu.

2)SuneiLens Kesehatan lbu Anak,Audit Maternal Perinatal
Suneitens Response/ Aulopsi verbal kematian ibu dan hayi.

3) Pengumpulan dan Pelaporan Data KIA ierintegrasi.
.1)Korvercensi LP/LS, o.nas, organisasi prntesij akademisi untuk

penurunan AI{l AKB, contoh pengaivasan pemberian tablet tambah
daran bagi remaja put.i, ibu hamil'i edukasi calon lengantin;
Gerakan Pekerja Perempuan S€hat Produktil di perkantomn,
Pabrit, dll.

s)Kampanye lokal (media elekronik/radio lokal dan media cetal<
lokall te.utada lemberian tablet tmbah darah pada remaja dan

6) SupeNisi/pembinad AK dan AKB ke lasilitas pelatanan



Penururan Stunting

1) P€lacakan dan koniirmasi masalah gizi (suneilans gizi)i

/ P"nC-.mo.rl.I or PF.doorar Dr d u'/r r'.rnrtCr '' :

3) Xonversensi LP/LS, ormas, organisasi prolesi, akademisi untuk
penurunan sruntinS lerutama pembeian tauet tambah darah
pada remaja dan ibu hamiLi

4l Pengaqasan dan pemeriksaan kualitas ai. minum aman

5) Peningkatan kalasitas pelugas kabuPaten/kota (keslatan dapat
diintegrasikan menjadi satu rangkaian, bila sasaran peseria

al Taialaksdra Gizi Buruk

bl Pemberian Makan BaYi dan Anak

.) P.oses Asuhan cizi

d) Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembdgan Stimulasi
Deteksi dan Idtervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTi{)

e) Orientasi komunikasi Perubahan peril.l<u

1) orientasi Manajemen Te.Padu Balita sakit IMTBS)

g) Orientasi STBM

h, O. '' "qi V".a.d. I 'V (F, a' rr'o.' D'. ''

6)P.otuosi/kampanye Pros.am Gizi Seimbang & Isi Pirinsku dan
lakto. spesilik stunting terutama pembe.ian tablet tambah ddrah
pada renaja dan ibu hahil

cerakan Ma{arakat Hidup Sehat

1) Kampante lokal (iklan layanan maslatukar, raLkshoiv ftela]ui
media elektronLk, cetak)i

2) Penggerakan GERMAS berkala, berkesinambungan di semua
,,,tr.n l."o,h I 5. oso" . kdnro' r, r.5 '('o'. o Bo os'
prolesi, ormas, lorum pemuda), contoh pengge.akan aktivitas
fisik pada kelompok masyaraka!, makan buah sa]!r, gizi

3) Pemeriksaan kebugaran jasmani nlstansi Pemerintah darl

.rl P€meriksaan kesehatan berkala, lenglLkurarl obesitas, sekaligus
konseline/€dukasi di nlsransi pemeintah dan swasta

Semua kegiatan diatas, dapai dilakukan melalui mekanisde
kegiaran sebagai beikut:
a) Rapat atau Pertemuan sosialisasi/Advokasi/Koordinasi/

KoDsoLidasi/konvergensi tentmg Peren.anaan, lenggerakan dan
pemantauan evaluasi melibatkan lintas lrogram/lintas sektori

bl Fasilitasi/supeflisi/Pendam!inea./BimbineanTeknis/
tuonitoring Evaluasi.

c) Pelacakan dan Konturnasi kasus.

dl Rulul<an persujiatr sampel slrn'eilans rutin kualnas kesehatan
R,."f lkr.Bl (er.cunan Pansan



e) Penggalangan kemitraan dengan mn.a potensral (dunla usaha,
swasta, lerguruan tineei, orgaDisasi lroLsi, o.ganisasi
kemasyarakara!, dan lain lain)i

! PenFsunan, penyediaan dan lenlrebdLuasarl n ormasi
melaiului m€dia KIE, cetak, luar ruang, dan sosial sesuai

d. Upaya deieksi dini, pr€!€ntil, dan .espon penlakii

1) Rujukan pengujian spesimen surrellans rurin, scntinel dan
dugaan l(LB, termasuk yang dilaksanakan oleh UPT Labkesda;

2) Pernbinaa., pendamlingan dan bimbingan teknis rerpadu P2P
ke Puskesmas (Bimblnsan Teknis, Monitoring dan Evaluasi,

3) Kampanj-e, sosialisasi, adrokasi tentang pen!'akit menular dan
pentakit tidak menular serta tuasalah kesehara! jiqa dan napza

4) Penyelidikan epidemiologi,
penanggularyan dan suneila.s
masalah kesehatanjnmi

5) Perdampingan pemberdayaa. masyaratat dalam .angka
pembenlutan ka.l€. Pen.egchan dan Pengendalian Penr-akit
(P2Pl di Puskesmas.

6) Koordinasi terpadu lintas p.og.am/linras sektor tentang program
P2P secara he.kala.

7) Penlarsunan dan penyediaan media KE P2P dalam rangka
kegiatan promorif dan prevenrif penyakit menular dan tidak
merular serra masalah kesehatanjn\a dm rapza

a) Belanja Aiat PeLindunB Di.i (APDI urlruk suNeilans dalam .angka
PenceAanan dan Pensendalian Penyakii terutama urltuk
penyelidikan epidemiologi dan peLacakan kontak

- o-.rd!tr"- ka b."..'r.\"."1"" P.t-.r ",
ll Pensujian dan/dtau (alibrasi alar kesehatan bertiuan untl'k

mentamin re.sediar!a alai keseLaian scsuai siandar pelalanar,
lersyararan mutuj keamanan, manlaat, da1 lalk pakai di

2) Pelaksana Penguian dd/atau Kalibrasi alat keseharan di
Puskesmas dilakukan oleh:

a) BaLai Pengamanan Fasiliras Pelatanan Kesehatan (BPFK)r

b) Loha Penqamana. Fasilitas P.lalanan Liesehatan ILPFKI:

pelacakan kasus, rumor,
penvakir berpotensial (lB se.ta

c) Institusi Peneuii Fasilitas Kesehatan (IPFK)
Operasional da.i Kementeian Kesehaia!
Komite Ak.edirasi Nasional (liAN).

3) Pelaksanaan pengujian danr.uu kalibEs: il,r.r_ 1rl,!: .:.
P' '1r_.a _'_ ' .'
r'h D

I lj::j:lj:i::: , ::. : -. !



a) TEnsportasl dan akomodasi un.uk petugas kalibrasi.

bl Ja6a lavanan pensuiian dan/atau kalibrasi alat kesehatd,
c) Pengirlman (PP) Alkes Puskesmas ke Dinas atau Institusi

Pensuji (BPFI(/LPFK/IPFK).

s) Institu6i Peosuji (BPFK/LPFK/IPF4 ydg telah melaksanqke
pensujian dan/atau Kalibrasi heus mclaporkan alat yms telah
diuii /kalibrasi ke sistem inlormasi ASPAK melalui apllkasi
monitorins pedgujiad dan kalibrasi alat kesehatd.

6) Pedngkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (PemdtaPd Mutu
Ekstemal (PME) Peningkatm Mutu Pemeriksaan di Labkesda
(PME) adalan pembiayaan untuk menjamin kualitas hasll
pemeriksae di Labkesda melalui keikutsertm ddm Program
N6ional Pellatape Mutu Ek6temal (PME) ydg
diselengga.akan oleh penyelenegara PNPME sesuai Keputu6an
Menteri Kesehatd Nomor 400 'Iahun 2016 tentang
penunjukkan 4 (empat) BBL( (Balai Besar Laboratorium
Kesehatan) sebagai penyelengga.a PN PME.

Pembiayaao untuk kesiatan ini dialokasikd untuk 3 (tiga) tanapan,
seba€d be.ikut:
a) Pertemud pe.siapd penyelenggdas kegiatan PME dalm

Daechi
b) Pelak6anaan keikut*rtm daLm program PME, dengd alokasi

angga.an adalah Belanja Jasa untuk pendaftaran keikutsertaan
dalm Progrm PN-PME sebanyak 2 (dua) siklus pertahun.
seboyak s (lima) parct uji PME untuk seriap siklusnya (total 10

Pake0;
PerdaJtard hms dilalnrkan di aqal tahun untuk keikutsertaa
*tEntak 2 (d@l siklus. Mengingat war{tu peodaJtaran
keikur*@ progl?D PME oleh peoyelenggara (4 BBLK) sejak
siLlE I dila.lo*ai dias'al tanun anesaran. Hal ini asar menjadi
p6har!u, agr tid.I Grlianbat btuk dise.takan dalm prog.m
PXE;

c, P.ndlE daluasi rcviu hasiL penyelenggdad PME di wilayah
D4ch dir,kener."4 t (stu) k.ri, outpur ydg dihdapkan
utut dihasilkan adalah taporan hasil pembahaso
p€masahnd dd tindaklanjut hasil PME (tindakan korektif dd
tirdakldjut penyelesaid masalah).

Meningkatkan akses dan mutu pelayaan ke*hatd o€*
(promotifdan preventio di s'ilayah kerja PuskesMs

11 Menyelenggaralan pelat'dd Prcmtif .ta
kerr'a Pusk smas:

-a \teNtkDstarald 6{i--
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Dana Bo( rang telah dialokasilcn ke Puskesmas dapar digunakan
untuk operasional lelaksanar kegiaran promoril dan preventil ulava
kesehatan masyarakat oleh Plrskesmas dd jaringannva. Penggunaan
BOI< di Puskesmas tersebur meliputi:

a Pelalsdaan Gemkan masldal{at hidup sehat di ivilavah kerja
b, Kegiatan (esehatan masyarakar tingkat Puskesmas.
c. Upaya deteksl dini, Preventif, da. reslon penvakn.
d Dukunsan operasional UKM Tim Nusantara Sehal.
e. Pemicuan STBM Desa Lokus
t Pc' i'rorrc rFnaea deng" 

' 
pe.lrr r' ke-j-

c. Fungsi MaDajemen Puskesmas {P1, P2 dan P3)

4 Jenis Pembiayaan

Dana BOK di Puskesmas dimanlaatkan untuk pembialaa. berbagai
kegiatan prioritas lang telah ditcrapkan oleh Puskesmas, lang meliputi:

a. belanja t.anspor lokal petugas kesehatan, kader, pendampingan
mahasiswa serta llntas sektor;

b. belmja perjalanan dinas dalam dan luar Puskesmas basi ASN dan
non iSN di dalam Daerah maksiral a (emPdt) kali masins masing s

llima) orang dalam se tahunl

c Belanja PenbeLian material pendukung kegiatan Kes€hatan

d. Belanja pencetakan dan penggandaan media KIE;

e. Belanja kegiatan pertemuan di dalam vilavah kerja Puskesmas.

t Belanja honor tenaga kontraki

C. BeLanja hono. ndasumbe. maksimal 12 20 jam dalam setahunl

h. Belanja pemeriksaan sampeL (terhasuk pemeiksaan seleksi awal/
s.reeri"r.alon pendono. darah dalam.anska mendukung P4K)l

i. BeLania iasa pensidtuan satu!el/specimeni

j. Belanja Paker Dat Layanan Interneii

k. Belanja Kegiatan Srrueiiars

Belarja perjaranan dinas lud Daerah tidal{ diperuntukan untuk
melakukm studi bandine, tidak uniuk nelakukan atalr menghadiri
rapat/pertemuan di luar s'iLayall Daerah, ridak untuk konsultasi ke

"-"inai Dana BOl( Puskesmas tidak boleh dimmfaatkan unluk
;embiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, tuajalah, dan
lain lain) dan elektrcnit.

5. Menu (egiatan UKM Essensial

a. Kegiatd Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas

1) Penurunan AKl, ArB
a) PenleLimn lasilitatili

b) ProsEm Perencanaan PersaLinan darl Pencegahan

non plld". Pak' r"r 1''gr.sid'"" ..dga:

c) Orientasi kader, tokoh dasvarakat, tokoh agama, lasilitator/



d) Pengawasan minum TTD dan Pelaksanaan UKS
(penenksaan (esehatan, l'TD rematri, edukasi gizi
seimbang, edukasi Kesehatan reproduksi, lingkungan sehat)l

e) Pendataan & pemutakhiran sasaran prosram kesehatan (l<IA,
CizL, kasus penyakit, Triple ellminasl HIv- AIDS/TB/ Malaria
pada ibu haft]])l

0 Pelacakan dan pendampinsan kasus ibu dan bayi dengan
Iaktor risiko dan komplikasi melalui Pemanrauan Wilayah
Setempat/PWS KIA dan PIS PKi

g) Penemuan kasus keftatian Wanita Usia Subur/WUS, ibu
dan bayi serta pelaksanaan autopsy verbal;

hl Pengambilan, pengirimm dan pemeriksaan slide/sedian
d.r.h malaria:

i) Pelaksanaan ke8iatan I<lA <li I(elas Ibu (termasuk senatu ibu
hamil), Posyandu, Pos uKK, Poskesdes, calo11 pengantin di
KUA

2) PendggulangdStunting
a) Peninbangan rutin balita; Pemanrauan tumbuh kembang

balira di Posydndu, PAUD, TKi Pelaksanaan bulan
penitubangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rertatri
dan ibu hamili

b) Pemberdayaan masyarakat, ka<ler, guru, toma, toga, di level

c) Inspeksi Keslins, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, Siop
EAB Sembarangan;

d) Petrdataan & p€nutakhi.an sasa.an p.ogram kes {(lA, Gizi,
kasus penlakitll

e) Pelacakan dan pendaftpiogd penduduk dengan nsiko
masalah KtA Gizi (pendekatan PIS PK)l

I Edukasi, konselhs Pemberian Makan Bayi Arak, ASI
Eksklusif, dan Cizi seimbang;

g) Peftberian Makdan Tambahan bumii KEK dan balita klrrus
berbalan baku lokal, vitamin A, 1TD ibu hamil dan Rematri,

PenSawasan minum l"ID;

h) Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunlungan rumah,
srveeping iralita yang tidak datang ke Posyandul

i) Pembinaan Poslandu, Poskesrren, Posr_andu Remaja,
Po'o 'L, Po I hr. Eo. '-.' Fn, U^BM a" a. d.

3 cerakan MasF.akat Hidup sehat

a) Pemeriksaan kebugard jasmani fi1gkat kecamatani

bl Senam bumil, lansia da, kelompok komorbid;

c) pemeriksaan keseharan be.haLa, pengukuran obesitas,
ftelalui u(BM (Posbindu, Poslandu lansia/remaja, Dasa
Wisma. Karang'laruna, Pos UKK, dll);

d) Konselins/ edukasi gizi seimbang;
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e) Penggerakd nasvarakat tentang GERMAS (tokoh
masyarakat, tokoh agafta, kader, lasilitator desa, dll), antara
lain penggerakan aktivitas 6sik masydaka!, makan buah
\E!\ ., p-m r.k\.,. "" _\"r"n b . \ Ld, d

!) Penyebarluasan nliormasi melalui merlia slesilik
lokal/tradisional

4) Upaya deteksi dini, preventil, dan respon penlakit
Penyelenssaren kegiaran leningkatan pen.egahan dan
pengendalian penlakit menular, tidak menular daD masalah
kesehatan jnaa & nalza se.ta Operasional kegiatan sistem
keivaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa dar
ke8ratm Lainnya yang terkait pen.apaia! prioritas nasional

a) Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa ((LB)

(1) suraeilans (ejadia,l Ikutan Paska lmunisasl (I<lP])
pelaksanaan imunisasi dasar dan laniutani

(2) Sun'eilans aktif Rumah Sakit dan Yankes slvasta untuk
kasus Penvakit Yang Dapai Di.esah Dengan Imunisasi
(PD3l) dan peryakit menular Lainnyal

(31 validasi sasdan, hasil cakupan imunisasi dan Ralid
convinlence Assessment (RcA);

14) Verinkasi rumor dugaan l<LBl

(5) Resrron cepai Sistem (eiraspadaan Dini dan Respon
(StiDR)i

(6) Pensatubilan dan Pengiriman spesimenpenyaki
berpotensi (LB

(7) Pela.akan kasus ikutan atau hasil rcaksi minum obat
pada Pemberian Obat P€n.egah Masal (POPM).

(a) Penyelidikan Epidemiotogi lPE) penr,akit potensi KLB dan
Penanggulangd l(LB.

(9) Analisa hasiL PE dan diseminasi inromasi di ivilayah
kerja puskestuas.

(10) Pemantauan l<ontak.

\l1,P'aJ ar,"'r -'''' r t"' nd.-r,
(12) Suneilans Penlatit TidaL Menular {PTM) dan penlakit

berpotensi KLB rermasuk Penyakit Infeksi Emerging IPIE)
di masyarakat.

{13) Sudeilans penyakit pada situasi khusus dan ben.ana.

(14) Sunei anak sekolah daLam rangka pen.egahd dan
PengendaLid PenYakit

(15) surveilans binalanc pembava Penl,akir serta pengirimarl
spesituen lLntuk konfi rdasi.

{16) BeLdja Arat lehldung Di.i {APD) untuk surveila.s dalam
rangka Pencegahan dan Pengendalian Pen)akit terutama
untuk penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak.

bl Deteksi Dini & Penemuan Kasus



(1) Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Heparitis, Mala.ia
dan penv€kit menular lainnya Pada Ibu hamil dan
keloopok herisiko

(2) Deteksi dini lakror risiko PTM di posbindu PIM dan
Posyandu lmsia.

(3) Penemuan kasus PD3l, kasus kontak 'lB dan kasus
mangkir, kasus kortal{ kusta serta orang densd
eanszuan inna serta penYakit lainnya.

(4) xunjunsan ulang kasus Acute Flaccyd Paral)sis (AFPI.

(s) knselins dan deteksi dini masalah kesehatan inva dan

c) Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Faktor Rislko

(i) Pelayanan imunisasi rutin baik imunisasi dasar maupun
imunisasi lanlutan serta lengenalan antigen baru

(2) sosialisasi pelaksdaan imunisasi rutin kepada orarytua
dan Bulan lmunisasi Anak Sekolah (ElAs) kepada suru

(3) Pemberian obat Pen.egah Masal (PoPM)
pencesahan penyakit.

(a) Adlokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koo.dinasi Lintas
Sekior (LS)/ Lintas Prosram (LP) terkait pencegahan dan
pengendalian PenYakit.

(s) Penyedlaan bahan media Komunikasi, Inlomasi darl
Edukasi (KlE).

16) Pendataan sasarm POPM.

(7) Pengambilan obat POPM ke dinas

(8) Srveeping untuk meningkatLan cakupan POPM,
lmunisasi dan penyakit m€nular lainnya.

(9) PensendaLim vektor nyamuk {Pembemntasan Sarang
Nyamuk, ldroasidasi, fogglng, Indaat Resrduai sP.aging
(lRs), modifi kasi linskungan).

(101 Penantauan jeniik secara berkala.

(1 1) Sunei habitatjentik dan nvmuk detrasa

(12) Distribusi kelanbu ke kelomPok sasaran di desa

l13l Monitoring penggunaan kelambu malaria.

(14) Pengasasan standar baku mutu pengendalian vektor dan
binarang pembaw. Penl aklt

(15) Evaluasi pengendaian vekior dan binatane pemba{'a

116) Penerapan Kaivasan Tanpa Rokok (KTR) unluk
konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Puskesmas

(17) Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok
(LIBM) di Puskesmas basi kade. kesehatan masva.akat



(18) Monitoring, bimbingan teknis pelaksanMn kegiatm Pos
pembinaan terpadu (posbindu) peoyakit tidak menular
oleh petugas puskesmas.

(19) Pengendalian faLtor risiko lainnya yary <laPat
menimbr kan penyakit lada situasi I(LB, siluasi khusus
dan bencara.

d) Peneendalian Penvakit

(1) Pendampingan pende.ita penyakii menular ftenahun.

(2) Pendampingan lendeita sangguaniiwa dan napza.

(3) Validasi data laporan hasil PoPM dan manajemen kasus

(.11 Kuniunem rumah untuk tatalaksana/manajemen kasus

(5) Follow up tatalaksana da11 pencesahan cacat kasus kusta
od . prr\o{rr men rl. - 'dinn\. r_ tj sanBc- d liud

e) Pembe.dayaanMasyarakat

(1) Pembentukan kade. kesehatan program P2P.

(2) orientasi/lembekalan/peninskatan kalasitas sDM bagi
kader kesehatan untuk peningkatan P2P.

(3) Pe.temuan berkala kader kesehatan untuk P2P.

14) Monitoiing dan bimbinBan teknis kader kesehatan oLeh
petugas puskesmas.

(s) (oordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang
pencegahan dan peDgendalian peoyakii tingkat

I) Pemicuan STBM desa/kelu.ahan prioriias
Penyel€nggaraan kegiatan pemicuan untuk meinjudkan
desa STBM dan pengaivasan kualitas ai. oinum terutama
untuk daerah lokus STBM. kgiatan meliPuri pemicum,
identiilkasi masalah dan anaiisis snuasi (lMAs) Perilaku
kesehatan, monitoring paska pemicuan, penyusunan dan
update peta sanlrasi dan buku kader, gerakan .u.i tangan
pakai sabun, gerakan hi8iene sanitasi sekolah, surveilan
kualitas air minum, lerifikasi Stop Buang Air Besd
Sehbarangan (SBS). AdalLn besardrl anggaran kegiatan
pemicud saniiasi total berbasis masydakat (STBM) tahun
anggaran berjalan adalah sebesa. Rp. 7.500 000 (tuiuh juta
lima ratus ribu rupiah) per desa.

g) Dukungai ope.asional UKM'lim Nusanta.a seh.t
P€nyediaan oPerasional upaya kesehatan ftasvarakat vang
dilaksanakan oleh Nusantara Sehat berbasis tift vang
ditempatkan di Puskesmas Kegiatan yang dilaksanakan
ftrap terinteg.asi dengan kegiatan Puskesmas dimana tim
tersabut berada dan dapat melibatl{d NS Individu aPabila di
Puskesmas tersebut iuga terdaPat Ns Individu
Penlelenggaraan kegiaian oleh NS Tim dan NS lndividu vang
ada di Puskesmas ]mg sama untuk melakukan inovasi
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Kepala Dinas menetapkan alokasi anggaran dukungan
operasional UKM Tim Nusantara Sehat dengan berpedoman
petuntuk Teknis penggunaarl DAK Nonisik

h) Penrediaan Tenaca densd Perdjian Kerja
Penyediaan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku,
tenaea saoitasi linekungan, nuinsionis, tenaga epidemiologi,
ahli teknologi labotorium medik, apotekeri dan tenaga
adminishasi keuasan ili Puskesmas, maksimal 4 orang
tenasa per Puskesmas densan sistem perjanjian k€rja
Penetapan maksiftal 4 orang tenaga tersebut berdasarkan
prioritas kebutuhan tenaga densdl kualillkasi persyaratan
yang telah ditentul{d.
P.oses lenerimaan dan seleksi tenaga dilaksanakan oleh
Dinas sesuai dengan pembahasan melaiui aplikasi Rencda
Kehutuhan (Renbut) dan SI SDMK, jika tenaga renaga
te.sebut sudah lengkap dapat .lilakukan juga Perekrutan/
pengusulan lerdasarkan anaLisis beban keria, sedangkd
ikatan perjanjid kerja ditandatangani oleh KepaLa
Puskesmas dm tenaga yang be.sangkutan, serta evaluasinya
menggunakan aplikasi Sl SDM(.

Pe-.)ra'. i kua''{,si P'rg" "r 'rb r ntlpL i
(1) Tenaga Promosi Kesehatan dan llmu Peilaku

Pendidikan minimal D3 Promosi Kesehatan/D3
Kesehatan Masyarakat Diutamakm jurusan/peminatan
P,.ftosi Kesehatan/llmu Perilaku, diutamakan tuemiliki
Pengalaman keria minimal 1 tahun di bidangnya.

(2) 'renaea Sanitasi Linskuncan

PeDdidikan mnimal D3 Kesehaian Lingkunean/D4
KesehataD Lingkungan Kesehatan Masyarakat
Diutamakan jurusan/petuinaran kesehatan lin8kungan,
diutamakan mehiliki penealama! keria minimal r t.nun
di bidangnya.

(3) renasa Nuflsionis
Pendidikd minimal D3 Gizi/D3 Bidang Kesehatarl
Masyarakat, diutmakan ju san/peminatan glri dan
diutamakan memiliki pengalaman kel:la minimal 1 tahun
di bidangnya

(4) Tenaga Epidemiologi

Pendidikan minimal 51 Kesehatan Masyarakat
.liutmakan jurusan/peminatan epidemlologi,
diutamakan tuemiliki pensalamar kerja mnrihal I tahun
di bidangnya.

(5) Tenasa administrasi lGudsan
Pendidikan minimai D3 Ekonomi/Akuntansi, diutamakan
memiliki pengalamm ke.ja minimaL I tahun di

(6) Ahli teknolosi labotoium medik



(7)

Berpendidikan minimal D3lD;l maLis kesehatan
(laboratoium), diutdakan yds demiliki pengalaman
kerja minimal I tahun di hidangnya

Berpendidikan prcf€si apoteker, dan memiliki STRA aktil,
se.ta diuramakan berdomisili Daerah.

ktentuan perihal perjanjian kerja mengacu pada
ke.entuan peraturan perundang-un.langan, serta
ketentuan yang diatur meliputi

1 Usia pada saat pengangkatan maksimal 36 tahun.

2 Dibe.ikan ho.or sesuai UMR aiau kerenrua. lain
yang berlaku dl daerah, termasuk JamiDan
Xesehatan Nasional.

3. Kepala Puskesmas menetapkan taBet kinerja
buranan secara tertulis (ortput-b@.1 perfomanc4.

4. Dibe.ikan pendapatd lainnya yang sah/sesuai
peraturan yang berlaku

5. Lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaraa yanc
berlaku pembiayaan bersumber dari dana BOK

Penyelenggaman Fungsi Manajemen Puskesmas
Penyelensqaraan fltnssi manajemen Puskesftas yang
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m(li!ut percn.anaJn
Pelaksanaan (P2) melalui lokakarr-a mini Puskesmas,
pencawasan pengerdalian dan penilaian (P3) klnerja
Puskesmas serta kegiatan koordinasi Lintas sektor

(8)

BAB I]I

TATA CARA PENGI]NA{N DANA BOI( B UNTU( UPAYA PENCEOAHAN DAN
PENGENDALIAN CORO]YA YIRUS DISEASE 20 19 (COVID 19)

A, BOK

a 'rujua. Umum

Meninekatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
Carcna Vitus Disedse 20t 9 (COVID 19) di Daeiah terutama dalam
der€ksi dini dan .espon kesehatan masvaral<at sesuai yang
diperlukan,

l) Menyelenggarakan peDblnaan, monitoring dan evaluasi upava
Ferlcegahan dan lengendalian P€nyalit Covid l9 di Daeran;

2) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kaPasitas petugas
surveilans Puskesmas dan petugas Pelacakan kontak (lra.e4.

3 .Jenis Pembiavaan



b. Belanja pedaLanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan lon

c. Belarta kegiatan lertemuan di dalam Daerah;

d. Belanja langganan aplikasi urltuk pertemuan daringi

e. Belanja honorarium narasumber/lenaga ahLi untuk peningkatd
kapasitas ienaga surleilans dan tra.ea

t Belanja APD dan hdna sdnitize. un[uk peLacakan kontak,
pengambilan dan pemeriLsaan slecimen bagi letugas Puskesnas
.lan tracer:

s. Belanjajasa KIE pencegaha,l dm pengendalian covid 19, termasuk
pembia).aan di media cetak lokal dan radio lokal

4 Menu Kegiatan

a. Ituo.dinasi lintas sektor daiam Pelaksanaan pen.egahan dan
peigendalian leDtakii CDrona Yinrs Dis€.se 2019 ICOVID_19) di

b. Pembinaan pelacalan koniak kasus Corom Vitus Disease 2019
(COVID 19) kepada Puskesmas hingga petugas rraea

c. (egiatan monito.ing dan elaluasi dalam pencegahan dan
pengendalian penyakit Corom vras r6eas€ 2019 (COVID_1g)

tingkat Daerahi

d Peningkatal kapasitas bagi Fetugas suNeilans/pengolah data di
Puskesmas daLam rangka tra.ing dan manajemen datal

e Penhgkatan kapasitas bagi petrgas petacakan kontak/lracer;

t Penyediaan APD dan hand sannzer untuk pelacakan konlak,
lengambilan dm Pemeriksaan sPt.lften kasus Corotrd vius
Dis€ase 2019 (COvlD l9l bagl perugas Puskesmas dan rrddr

g (omunikasr, inlormasi, edukasi, sosialisasi, kamp.nve, publikdsi
tentmg Corona viu s Disedse 2019 (COVID 191

a Tujuan Umuft
Meningkatkan akses dan mutu pencegahan dan pengendalian
penyakit Corota virus D6ease 2019 (CovlD 19) di $ila]'ah keia
Puskesmas terutama dalam deteksi dini dan resPon kesehatan
masyarakai sesuai yang diperlukan

Ll Menvelenzgarakan upava deteksi dini, preYenril dan respon

Penyakit terkail Cotund Vitus DGease 2019 (COVID_I9I di
rilavah kerja P!skesnas

2)MenleLenecarakan Pehberdavaan tuasvarakat dalam
pencegalan dan pengendalian Carond Vitus Disedse 2419
lcoVID 19) di $iLayah kerja Puskesmas;

3) Menyediakan bahdl APD untuk Pelacakan kontak/tracing
k:sxs corona Vitus Disease 2A19QO\/ID-19)
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b. Masyarakar dm lintas sektor, antara lain Mahasis$a kesehatan,
Satgas Corcna virus D6ease 20i9 (cOvID-lg), hacer, tokoh
masyaralat, dan tokoh agama

Komponen Pembiayaan

a. Beldja transport lokali
b. BeLanjaPenggandaan/pencetakanlormulirP.la..k.n k.rt.k:
.. Belanja pensiiftan sampel/specimcn pemeriksaan Covid_19,
d. Hono. dd insentii r?cer

l) Honor palhg banyak senilai Rp.325.000,o0 per oraDg per bulani

2) lnseniil pal g bantak senilai Rp.15.000,00 Per orang kontaL
erat yang selesai diPantau.

e. Honor letuBas suneiLms/pengolah data paling banyak senilai
R!.1.000.000,00 per orang Per bulan

a. Pela.akan dan pemanrauan kontak, serta rnemastikan liontak erat
diperiksa densa! RDT antigerl atau ,vl.leic ,A.id , mPlificdtian rest

b. Pemantauan ha.ian selama karantina oleh ,racel.

c, Pemantauan ha.ian selama isolasi oleh ira€r dan

!etugas Puskestuasi

d. Pembayaran hono. dan insenril bagi tracer.

?rocer merupakan renaga pelaksana leLacakan kontak Yang
melibatkan unsur masyamkat seperti: I(ade., Babinsa,
Bhabinkadtibmas, PKI(, Sathlmas, Karangtaruna dan relawm
l€r1g sudah mendapatkan pelatihan terkaii lainDya. Pelacakan
ko.tak dilakukan untuk menca.i dan memantau kontak erat dari
kasus corcna virus D6edse 2019 (COVID-19).

Perhitunean jumlah lrd.er yang dibutuhkan per \tilayah kerja
Puskesmas adalah den8an perbandirgan s0 o.ang per i00.000
penduduk dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran.

Jumlah honor disesuaikan de.gan keterltuan pada komponen
pembiayaan atau menlesuaikan dengan ketentum dan atu.an
pemerintah daerah setempat.

e Pembal_arar1 honor bagi petugas slrr€ilans/Pe.golah data

Petugas s!rueila8 dan/atau Pengolah data daiam I Puskesmas
terdiii ddi 2 orans. Petugas puskesms Iang bertugas menselolah
data covid mendapat honor tambalan sesuai Penugasan pejabai
bem'enang. Jumlah honor disesuaikan dengan ketenluan pada
komponen pembiayaan atau menyesuaika. dengan ketnruai dan
arura. pemenDhh dae.ah setempar.

Bila tidak re$edia/kekurangan renaga surveilans/Pengolah data
maka Puskesmas daPat mengsunakan .enaga konrak pe.janjian
klnerja yans sudah ada, atau jika belum tersedia, maka dapar
merekrut tedaga kont.ak Pel]aniian kine.ia sesuai ketenlud dan



BAB ]V
PENUTUP

Petunjuk reknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Noniisjk
Bid" s ae -nard D"n DAK \on'r.rI BidcnB K-s"hj;n d,","hk"n rr u<k-93r. \.n8 drp-r nen nBl,d q" d"." i. nei" , l"n rJshr". pelcl.6nd
kesehaian mas].arakat di Daerah rerutama ivnatah densan derajat tes;atan
yans beium optimaL, sehinsea masyarakat di seLu,ah ;ilayah bu..ah d"p"t
menpr olrh p'.drdn.n k-\Fr r'r )aaE oFrn rl

Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Nonllsik Bidang
Kesehaian ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenisnya. Tjap kegiaia;
DA( Nonfisik Bidans Kesehatan tidak diperkenankan dilakukd peng;lihan
anggaran di luar rincian alokasi DAK nonfisik vang ditetapkan ot;h ilenterl
Kesehatan setiap tahunnya.
kegiatan ymg didanai dari DA( No.iislk Bidang kes€halan ni sitainva adalah
nrirl. Brpd'. neg.. r.- \r. ra.! o. a" Dde.dh. D-dom.n
Penlelenggaren BOK Tahun 2021 ini dibuat unruk dijadikan acuan
penggunaan Dana BOK di Daerah. reglatan-kegiatm yang bersumber dan
BOit ini diharapkan mefljadi bagian dari p.ogram janska mellensah sesuaiDrn 

"r " S .-'r8j- h, n -n,-. '. ti-.-n"r. n don JUB. p. dnd Srra.ier. Diras
dimana dalam pelaksanaan kegiatannla .lnaku'ka; secara sinersjs ;an ddak
dupLikasi peftbiataan dengan kegiatan yang anggarannra bersumber dari
pendanaan lainnla (seperti APBD Provinsi, APBD darl sumber Demblavaan
'ri1r", .-n adgd eorh oe d"J. gun" dar b-a d.itslna

Diterapkan di Cianjur
pada tanggal23 ApriL 2021

PIt. BUPATI C]ANJUR,

HERMAN SI]HERMAN


